TRIIDIeM

Fakultas Pariwisata
Universitas Pancasila

KEBIJAKAN PARIWISATA
Kuliah1-2
Devi Roza K. Kausar
=
O il e 1L sl 1] T E
%éii?ll!‘-:"d artment- 3" 5‘3 !f% ‘%E—;——z
.g&% i‘E m co boratxon =4 D aggnc?i‘

““«":;’;I:"!g—'g_E 1555 ernl!!l-?l‘m
e =] jgéfi yublicisii
Gl § g.

in
0




Capalan
Pembelajaran Mata

- * Menunjukkan sikap kritis, profesional,
Ku I Id h dan bertanggung jawab dalam
oo memahami kebijakan dan tata kelola
Ke b |J d ka N & pariwisata.
* Menguasai konsep kebijakan publik dan
Kele m baga an sistem kelembagaan pariwisata pada
Pa rIWISata tingkat lokal, nasional dan internasional.

* Mampu mengevaluasi implementasi
kebijakan serta merumuskan
rekomendasi strategis untuk penguatan
kelembagaan pariwisata.




Materi Inti Pembelajaran

1. Konsep dan Proses Kebijakan Publik Pariwisata
2. Sistem Kelembagaan dan Tata Kelola Pariwisata
3. Regulasi dan Kerangka Kebijakan Pariwisata Nasional dan

Global



Kontrak Perkuliahan

Toleransi terlambat adalah 15 menit. Mahasiswa yang masuk 15 menit setelah
perkuliahan dimulai tidak boleh mengisi absen.

Jumlah kehadiran untuk kelayakan ikut ujian adalah 75% (toleransi ketidakhadiran 3x).

Berpakaian rapi. Tidak memakai kaos oblong, sandal jepit dan celana sobek. Topi harap
dibuka ketika berada di kelas.

Tidak menggunakan handphone
Mengucapkan salam ketika masuk kelas dan meminta ijin apabila hendak keluar.

Mendengarkan dengan tertib selama dosen menjelaskan, bertanya dengan bahasa yang
baik, sopan, dan terkait dengan topik atau mata kuliah.



Why are government involved in tourism?

* Pemerintah mempunyai
kemampuan untuk menjamin
stabilitas politik, keamanan,
kerangka hukum dan keuangan
yang sangat dibutuhkan untuk
berjalannya industri pariwisata

* Pemerintah dapat menyediakan
infrastruktur dan fasilitas umum

B canaba

* Pemerintah yang dapat mmm INDONESIA
bernegosiasi dan membuat . NEWZEALAND
perjanjian dengan pemerintahan VIET NAM
negara lain untuk hal-hal seperti —
prosedur imigrasi dan ijin terbang
atau mendarat di sebuah wilayah




Why are government involved in tourism?

m 1.4 billion
Total international tourist arrivals

- -
USD 1.7 trillion
Total international tourism exports
(International tourism receipts + passenger transport)

DYNAMIC CONNECTIONS
Tounsin Ad valve ey step of the nay!

Pentingnya sektor pariwisata bagi
sebagian besar pemerintah
negara-negara di dunia

Pariwisata lebih dari sekedar
industri dan aktivitas ekonomi, ia
adalah fenomena sosial yang
dinamis & universal yang
mempengaruhi sebagian besar
negara-negara di dunia dan
masyarakatnya

Dampak sosial ekonomi
pariwisata: penghasilan,
penyerapan tenaga kerja, naiknya
taraf hidup



Why are government involved in tourism?

* Pemerintah terlibat dalam pariwisata juga karena masalah-masalah
vang dapat ditimbulkan dari sektor pariwisata serta dampaknya

yvang tidak selalu baik
 Masalah-masalah sektor pariwisata, antara lain:
— Dampak sosial, budaya dan lingkungan
— Isu penguasaan kekayaan alam untuk golongan tertentu dan bukan untuk

masyarakat secara umum

— Persaingan usaha, dinamika pariwisata internasional maupun domestik
karena berbagai situasi, misalnya: isu kesehatan, bencana alam, krisis
ekonomi maupun sosial

— Akibat yang dapat ditimbulkan oleh mass tourism



Kesimpulan
Pemerintah Terlibat dalam Pariwisata Karena:

* Tanpa regulasi: konflik & kerusakan
 Menyediakan infrastruktur & stabilitas
* Melindungi masyarakat & lingkungan
* Mengelola krisis & risiko



Studi Kasus: Pajak Pariwisata Bali

Masalah: Overtourism

Kebijakan: Foreign Tourist Levy
Kontroversi: Keadilan & transparansi

(kejelasan pengelolaan)

Dampak: Pendapatan untuk

keberlanjutan

S - .
e =

Welcome to Bali

Where Your Journey Supports Sustainable Destinations

To nurture the beauty of Bali's customs, traditions,
arts, and local wisdom, the Bali Provincial
Government introduces the Foreign Tourist Levy,
effective February 14, 2024.

]

fiprovgaid”” ' -

Foreign Tourist Levy

. IDR 150,000/PERSON

i - o,

Paid 1 (one) time during travelling in Bali

The Legal Basis :
A. Law Number 15 of 2023 concerning the Province of Bali.
B. Bali Province Regional Regulation Number 6 of 2023
concerning Levy for Foreign Tourists for the Protection
of Balinese Culture and Natural Environment.
C. Bali Governor Regulation Number 2 of 2024 concerning
the Procedures for the Payment of the Foreign

Tourist Levy.

It is strongly suggested to make payment before
departure to Bali

$##BaliLegacyJourney

E%REE scan QR OR VISIT OUR SITE

i
lovebali.baliprov.go.id
et EREEICTSOR®



Politik dalam Pariwisata

e Politik = Siapa mendapat apa,
kapan, dan bagaimana

* Siapa mendapat izin
investasi?

* Siapa menguasai ruang
budaya?

e Siapa menikmati manfaat
ekonomi?

HGB Dikuasai Investor, Warga Adat
Jimbaran Minta Tanahnya
Dikembalikan

Rizki Setyo Samudero - detikBali Iﬁ @ ] @ Ij
Senin, 03 Feb 2025 11:44 WIB

Masyarakat Jimbaran yang tergabung dalam
Kepet Adat audiensi dengan DPRD Bali,
Denpasar, Senin (3/2/2025). (Rizky Setyo)

Foto: Masyarakat Jimbaran yang tergabung dalam Kepet Adat audiensi dengan DPRD Bali, Denpasar, Senin (3/2/2025). (Rizky




Segitiga Tata Kelola Pariwisata

N

Pemerintah

Keseimbangan kepentingan

J
~N

Swasta

J
~N

Masyarakat




Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata

° .. . .
.’ Public interest Public Service (pelayanan l‘ Effectiveness (efektivitas)

(kepentingan umum) umum)

Efficiency Accountability (dapat
(efisiensi) dipertanggungjawabkan)



Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata

1. Public Interest (Kepentingan Publik)

Pariwisata harus dikembangkan dengan
mempertimbangkan kepentingan
masyarakat luas, bukan hanya keuntungan
ekonomi semata.

Destinasi wisata harus memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan
wisatawan, masyarakat lokal, dan
keberlanjutan lingkungan.

Regulasi dan kebijakan pariwisata
sebaiknya berorientasi pada manfaat
jangka panjang, seperti pelestarian
budaya, keanekaragaman hayati, dan
kesejahteraan masyarakat.

2. Public Service (Pelayanan Publik)

Pemerintah dan pemangku kepentingan di
sektor pariwisata harus menyediakan
layanan yang memastikan aksesibilitas,
keselamatan, dan kenyamanan bagi
wisatawan.

Infrastruktur pariwisata, seperti
transportasi, informasi wisata, dan fasilitas
publik, harus mudah diakses dan
berkualitas baik.

Penyediaan layanan berbasis teknologi,
seperti digitalisasi informasi dan sistem
reservasi yang transparan, dapat
meningkatkan pengalaman wisatawan dan
mendukung ekonomi lokal.



Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata

3. Effectiveness (Efektivitas)

Program dan kebijakan pariwisata harus
mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
seperti peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan, dampak ekonomi positif, atau
konservasi lingkungan.

Evaluasi dan pemantauan berkala perlu
dilakukan untuk mengukur keberhasilan
suatu kebijakan atau program pariwisata.

Sinergi antara sektor publik dan swasta
diperlukan agar strategi pengembangan
pariwisata berjalan optimal.

4. Efficiency (Efisiensi)

Pengelolaan sumber daya dalam industri
pariwisata harus dilakukan secara hemat
tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Optimalisasi anggaran dalam promosi,
pembangunan infrastruktur, dan pelatihan
tenaga kerja harus berbasis data dan
kebutuhan nyata.

Penggunaan teknologi seperti kecerdasan
buatan, big data, dan sistem reservasi
otomatis dapat meningkatkan efisiensi
operasional di sektor pariwisata.



Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata

5. Accountability (Akuntabilitas)

* Transparansi dalam pengelolaan dana publik dan investasi di sektor pariwisata harus
dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

 Laporan berkala dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan pariwisata
meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini.

* Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat, harus

bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas pariwisata, baik sosial, ekonomi,
maupun lingkungan.



Dari Kekuasaan ke Kebijakan

* Bagaimana Kebijakan Pariwisata Dibentuk?

 Agenda - Formulasi - Adopsi 2 Implementasi - Evaluasi



Perumusan kebijakan publik dapat dilakukan melalui beberapa tahap
menurut William N. Dunn (2000:4)

1) Penyusunan agenda Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan
penyusunan agenda sebagai agenda bersama. Tanpa adanya penyusunan agenda bersama dikawatirkan
banyak masalah yang tidak tersentuh sama sekali atau tertunda dalam waktu yang lama.

2) Formulasi kebijakan Pada tahap ini para pejabat merumuskan suatu alternatif kebijakan untuk
mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan
peradilan dan tindakan legislatif.

3) Adopsi kebijakan Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas
legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Implementasi kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit teknis
pemerintah dengan mendayagunakan sumber daya finansial dan manusia.

5) Penilaian kebijakan Pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dalam pemerintahan menentukan apakah
badan- badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan
kebijakan dan pencapaian tujuan.



Contoh: Kuota Pengunjung
Borobudur

* Agenda: Kepadatan pengunjung

* Formulasi: Pembatasan tiket

* Adopsi & Implementasi: Sistem daring
e Evaluasi: Respons publik

Pilih tipe aktivitas di Candi Borobudur X

£ Borobudur

Naik Candi Borobudur

Tiket masuk dengan akses naik hingga
ke candi Borobudur, sudah termasuk
akses ke area pelataran Borobudur.

Mulai dari

Rp 75.000

Pilih Tiket —

£ Borobudur

Pelataran Borobudur

Tiket masuk ke area pelataran Borobudur
(area halaman borobudur), tidak
termasuk naik candi.

Mulai dari N ]




Kebijakan

Kebijakan(Policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil
oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih
tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan (Budiarjo,
2000).

Obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses
terbentuknya, serta akibat-akibatnya (Hoogerwerf dalam Budiarjo,
2000)

*Budiarjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar llmu Politik. Gramedia. Jakarta



e Kebijakan publik adalah
kegiatan untuk menengahi

\ \ / konflik kepentingan yang

ChristophKnill & Jale Tosun terja di dalam ma Syara kat

PU B LI C * Kebijakan publik dirancang
untuk menyeimbangkan
PO I_I CY ketimpangan yang terjadi

A New Introduction. N serta merupakan stimulans

/ ? \ \‘ bagi kelompok masyarakat

yang terlibat dalam
merumuskan tujuan
bersama agar tujuan

‘ y tersebut tercapai.




PRINCIPLES

l PRACTICE

Governments
National/Federal

Public sector management
ministries/departments

statutory authorities

national tourism boards
regional tourism boards

POLITICS

(o

International organisations
UN, UNDP
WTO

regional/state
local

RESULTS
PRACTICE

TOURISM

RESULTS
PERFORMANCE
IMPACT

Parliament/Congress
committees

Political parties
Foreign governments
Courts/judicial system

POLICY
Implementation
Formulation

Citizens
public opinion
mass media

Interest/hobby groups
industry
environment
trade/labour unions

Industry
hotels/resorts
airlines
travel agents
peak organisations

FORMAL

PROCESS

MARKET
SUPPLY/DEMAND

Manajemen sektor publik untuk
pariwisata adalah kegiatan yang
kompleks dan beroperasi di lingkungan
pemerintahan, kebijakan publik, sistem
politik dan kekuasaan. Memperhatikan
prinsip-prinsip seperti kepentingan
umum, pelayanan publik, efektivitas,
efisiensi dan akuntabilitas.

Gambar. Tourism: the political, administrative and industrial environment

Chapter 1:Ruang lingkup politik dan kebijakan

Elliot, James.1997 Tourism Politics and public sector management. Routledge.London and New York
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Keputusan Politik dan
Pengembangan Destinasi Baru:
Studi Kasus Arab Saudi




UNSUR-UNSUR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan kebijakan

masalah I
Tuntutan (demand) '
Dampak (outcomes) I

Sarana (policy I
instruments)

. Apa yang diinginkan

untuk dicapai

. Realistic
. Clear
. Future oriented




Instrumen Kebijakan Pemerintah :

* Instrumen informasi — menggunakan informasi dan pengetahuan yang dimiliki
pemerintah untuk mempengaruhi interest (minat atau arah kebijakan) sektor
publik dan swasta

24 * Instrumen Keuangan — menggunakan sumber daya keuangan dan sumberdaya
lain yang dapat memaksa/menekan dan memanipulasi perilaku

* Instrumen Kekuasaan/Kewenangan — Menggunakan aturan hukum dan
kekuasaan resmi yang dimilliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perilaku

* Instrumen Organisasi - menggunakan organisasi dan lembaga pemerintah
untuk membentuk perilaku organisasi sesuai dengan tujuan dasarnya.



CONTOH PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PUBLIK DENGAN MEMPERHATIKAN
UNSUR-UNSURNYA



Tujuan
kebijakan

Masalah

Tuntutan
(demand)

Dampak
(outcomes)

Sarana (policy
instruments)

e Peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai
Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan
berdaya saing

e Citra destinasi yang negatif karena hal-hal:
bencana dan penanganannya, persoalan
keamanan

e Tuntunan dari pemerintah daerah dan swasta di dalam
negeri untuk pemerintah pusat memperbaiki citra

e Kebutuhan pihak di luar negeri (calon wisatawan, tour
operator, dll) untuk memperoleh informasi yang valid dan
cepat tentang situasi di Indonesia

e Meningkatnya citra Indonesia sebagai destinasi
yang aman, nyaman, dan berdaya saing

e Instrumen informasi
e Instrumen keuangan
e Instrumen kekuasaan
¢ Instrumen organisasi



Instrumen Instrumen Instrumen Instrumen
informasi keuangan kekuasaan organisasi

* mengajak pihak e membuat e mengeluarkan e bagian

swasta dan anggaran untuk peraturan yang kehumasan

masyarakat agar sosialisasi K3L mewajibkan untuk sosialisasi

menerapkan K3L dan mitigasi daerah dan penanganan

dan mitigasi bencana swasta untuk krisis,

bencana memiliki rencana memberdayakan
penanggulangan kedutaan besar
krisis/bencana RI sebagai corong

informasi



Permasalahan Kepariwisataan Indonesia

Permasalahan yang Muncul Ke Permukaan

Rendahnya kualitas Rendahnya jumlah = Ketidaksiapan sarana Pengrusakan
pelayanan pariwisata  dan nilai investasi = dan prasarana Destinasi lingkungan

Keamanan, kebersihan = Masyarakat tidak siap Lemahnya @ Peran serta a tidak
dan ketertiban destinasi ' menjadi destinasi wisata = koordinasi = pelaku usahoptimal |

Kebijakan tidak sinkron = Citra Destinasi Aksesibilitas Iklim usaha

dan tidak harmonis || yang negatf tidak kondusif | "oneKtvitas

Sumber Permasalahan Utama Pariwisata

Saranadan  SDM Komunikasi dan  Kebijakan dan  Teknologi

Prasarana  Parwisata  Publkasi  Peraturan  Informasi Masyarakat Investasi
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